
Menimbang: a. 

WALIKOTA PALEMBANG 

l'ERATURAN DAERAH KOTA PALE~IBANG 

NO MOR f; T AHUN 2011 

TE~TANG 

RETRIBUSI IZIN TRA YEK 

DENGAN RAHMAT TORAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya menginlensitkan 
penerimaun pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Retribm;i l;d,n Trayek, perlu 
meninjau dan merubah kembali Peraturan Daerah Kota Palembani Nomor 10 
Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Angk:utan Ormg dan 
Barang. perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturai, perundang-wxlangan yang 
berlaku; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak:sud dalam huruf a, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Retribusi lzin Trayek. 

Mengingat: J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerm Tingkat II 
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tnhun 
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 1821 ); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembcntukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang l'cmerintahan Dacrah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telab diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah 
(Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuai1gan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambaban Lembmm Negara 
Repubtik Indonesia Tahw1 2004 Nomor 4444 ); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Petayaran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembara,n Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849 ); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu LintllS dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5025); 
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9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Oaerah (Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ); 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3527); 

l I. Peraturan Pemerintah Nomor 42 T ahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan 
Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, 
Tambahan lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3528); 

12. Peraturnn Pcmcrintah Nomor 43 Talmn l 993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas 
Jalan (Lembaran Negara Repllblik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 3529); 

13. Peratur-an Pemerintah Nomor 44 Tahun [993 tentang Kendaraan da~ Pengemudi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan 
Lembru-an Negara Republik Indo.nesia Nomor 3530); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jal.an (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86., Tambahan Lemb:iran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4655); 

15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan J\nlara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tarnbahao Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4 73 7): 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahtm 2009 Nomor 151, Tambahan Lembarsn 
Negara Nomor 5070); 

17. Peraturan Pcmerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembarao 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 5093); 

18. Peraturan Pcmcrintah Nomor 20 Tahun 2010 tcotang Angkutan di Pcrairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5108) sebagaimru:ia teJah diubah 
dcngan Peraturan Pen:ierintah Nomor 22 Tahun 2011 lentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Pe.ra.iran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 I Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5208); 

19 Peraturan l)aerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman 
dan Ketertihan (l ,embamn Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kot.a Palembang Tahun 2007 Nomor 13); 

20. Peraturan Daerah Kot.a Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman dan 
Pembinaan Operasiooal Penyidik Pcgawai Negeri Sit>il (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2004 Nomor 11 ); 

21. Peraturan Daerah Kot.a Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tertang Urusan 
Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor6); 

22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 teotang Pembentukan, 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daernh Kota Palembang (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9 ); 

23. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor !4... Tahw.1 2011 tentang 
Penye!enggarnan Transporlasi (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2011 
Nomor .(1. j.6~/ ~)j 

Dcngan Penetujuan Benama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKY AT KOTA PALEMBANG 

Dan 

WALIKOTA PALEMBANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI IZIN TRA YEK 
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BABI 

KETENTUAN Ul\-lUJ\,i 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan : 

I . Daerdh adalah Kota Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kola Palembang. 
3. Walikota ada!ah Walikota Palembang. 
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pcrbubungan Kota Palembang. 
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang meropakan kesatuan, baik 

yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer. 
perseroan lainnya. badan usaba milik negara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firrna, kongsi, kopera5i, dana 
pensiun, persekuruau, perkumpulan. yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik atau organisasi lainnya. lembaga dan henuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolcktif dan bentuk usaha tetap. 

7. Trnnsportasi adalah proses pe1pindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan alal pengaogkutan, baik digerakkan tenaga trutnliSi.a. hewan, 
a\au mesin. 

8. Perizinan Terteotu adalah kegiatan tertentu Pemerin!ah Kota dalatn rangka 
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yaog dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan alas kcgiatan. pemanfaatan 
ruang, serta pengguaaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guoa melindungi kepentingan urnum dan menjaga kelestarian lingkuogan. 

9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu Liotas umum, yang berada dalam 
permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah pennukaan tanab dan/atau air, 
serta diatas pennukaan air kecuali jalan rel tlan jalan kabel. 

10. Trotoar adalahjalur pejalan kaki yang umumoya sejajardenganjalan dan lebib tinggi 
dari pennukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan ptjalao kaki yang 
bersangkutao. 

11. Jariogan Transportasi Kota adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang 
dihubungkan olch rnang lalu lintas sehingga membentu.k salu kesatuan sistem 
jaringan t:ransportasi kota U."lruk keperluan penyclcnggaraan lalu limas dan angkutan. 

12. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan 
bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 

13. Kapa! adalah kendaraan air dengan bentuk dan jcnis apapun, yang digcrakkan 
dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya 
duktmg dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 
terapung yang tidak berpindah-pindah. 

14. Kendaraan Bennotor adalah kendaraan yang digcrakkan olch peralatan teknik yang 
berada pada kendaraan i tu. 

15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bcrsifat sementara. 
16. PengL9ian beck.ala kendaraan bennotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah 

pengujian kendaraau bermotor yang dilakukrui secarn berkala teihadap setiap 
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kerela tempelan dan kendaraan ldmsus. 

17. Pengujian berkala kendaraan bermotor di air adalah pcngujian kendaraan bermotor 
kapal di bawah 7 GT. 

I 8. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah - rumah 
baik dengan atau tanpa kereta samping. 

19. Mobil penun1pang adalah setiap kendarnan bermolor yang dilengkapi sebanyak -
banyaknya 8 (dclapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 
dengan rnaupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

20. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kcndarnan 
bermotor atau kendaraan tidak bermotor. 

21. Terminal adalah prasarana transportasi jalao uoruk keperluan mernuat dan 
menurunkan orang dan/atau barang sc.rta mcngarur kedatangan dan pemberangkatan 
kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan trao~'portasi. 
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22. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan 

anglnrtan laut daiam negeri, alih muat angkutan laut dalam oegeri dalam jumlah 
terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan urama dan sebagai tempat asal 
tujuan penumpang dan!atau oorang, serta angkutan penyeberangan dengan 
jangkauan pe\ayanan dalam Daerah. 

23. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi Jebih dari 8 (delapan) 
Lempat duduk tidak terma..~uk tcmpat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi. 

24. Mobil Barang adalah setiap kendar-dan bem1otor selain dari yang tennasuk dalam 
sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 

25. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mubil penumpang yang diberi tanda 
kbusus dan dilengk api dengao argomeler. 

26. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bennotor selain daripada kendaraan berrnotor 
untuk penumpang dan ken<laraan bennotor untuk oorang, yang penggunaannya untuk 
keperluan khusus atau mengangkut oorang-barang khusus. 

27. Kereta Gandengan adalah suaru alat yang dipergunakan untuk meng:mg)mt barang 
yang seluruh bebnnnya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang tmt\lk ~ilarik oleh 
kendaraan bem1otor. 

28. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang 
yang dirancaug untuk ditarik dan se!Ydgian bebannya ditumpu oleh kendaraan 
bermotor penariknya. 

29. Pengujian berkala keodaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah 
pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala telhadap setiap 
kendaraan berrnotor, kereta gandengao. kereta tcmpelan dan kendaraan 1::husus. 

30. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa anglmtaa orang 
dengan mobi I bus. yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan temp, lintasan tetap 
<lan jadwal tetap maupun tidak be(iadwal. 

3 J. Pelayaran adalah segnla scsuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, 
pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya. 

32. Kcselarnatan Pelayara11 adalah segala sesuatu yang berkaitan deogan bcrbagai upaya 
yang diwujudlcan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk rnenjarnin 
keselamatan jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. 

33. Angkutan di perairan adalah kegiatan mcngangkut dan/atau mcmindahkan 
penumpang dan/atau barang deogan menggunakan kapal. 

34. Pelabuhan Peoyebcrangan adalah Pelabuhao yang meourut kegiatannya melayani 
kegiatan Angkutan Penyeberangan. 

35. Barang Khusus adalah jenis oorang karena sifat dan ukurannya memerlukan 
penanganan khusus misalnya kayu logs, barang curab, batang rel, temak, ikan bek:u 
dan scbagainya. 

36. Kclail<lautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratarc keselarnatan 
kapal. pencegahan pencemaran penman dari kapal, pengawakau, pemuatan, 
kesehatan clan keseiahteraan awak kapal serta peoumpang dan status hula,m bp,>I 
untuk bedayar diperairkan tertcntu. 

3 7. Retribusi Daernh, yang scla.'ljutnya disebut Retribusi adalah pungulan Daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertenlu yang khus:is disediakan 
dan/atau diberikan Pemerintal1 Kota unluk k.epentingan orang pribadi alau badan. 

38. Wajib Retribusi adwali orang pribadi atau Badan yang menurut pemturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayfil'80 retribusi, 
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertcntu. 

39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tcrtentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib rctribu.,; untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintab 
Kota yang bersangkutan. 

40. Surat Setoran Retribusi Oaerah, yang selanjutnya disingkat SSRI) adalah bukti 
pembayaran atau peayetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mcoggunakan 
formulir atau telah dilak:ukan deagan earn lain kc Kas Umum Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

41. Surat Ketetapan Rctribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat 
ketetapan retribu.si yaog menetukan besamya jumlah pokok rctribusi yang terutang. 

42. SUl'llt Ketcmpan Retribusi Daerah Lebib Bayar, yang selanjutnya disingkm SKRDLB 
adalah surat keretapan yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran retrihusi 
karena jumlah kredit retribusi lebili besar daripada retribusi yang ,erutang at1111 
seharusnya tidak tcrutang. 
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43. Surat Tagihan Retribusi Daerah. yang selanjutnya ctisingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

44. Surnt Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sclanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (\VR) baik pokok 
Retribusi, maupun sanksi administnisi. 

45. Pembayaran Retribusi Daecah adalah besamya kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau keteropat lain 
yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan. 

46. Penagihan Retribusi Daerdh adalah seraugkaian kegiatan pemungutan Retribusi 
Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang 
bersangkutau melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi. 

47. Kas Umum Daernh adalah Kas Pemerintah Kota Palembang. 
48. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Dae~ah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,dan 

mengelola data atau keternngan lainnya dalam rangka pengawasan kcpatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi bedasarkan peraturan perundangan-u11dangao 
Retribusi Daerah. 

50. Penyidikan tindak pidana dibidang rctribusi daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut 
penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan buk'ti yang dengan bukti iru membuat 
terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang te~jadi serta mt)nemukan 
tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Rctribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayanm atas 
pelayanan pemberian perizinan pe!lyelenggaraan transportasi dalam Daerah. 

Pasal 3 

Subjek Retribusi Daerah adalah or.ing dan/atau badan yang memperoleh pelayanan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Kota. 

Pasal 4 

Objek Retribusi Dacrah adalah pemherian izin kepada orang atau Badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang umumn pada suatu atau bcoorapa trayek 
1ertentu. 

BAB ill 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. 

BABfV 

CARA_ MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

PasaJ 6 

Cara rnengukur tingkat penggunaan jasa adalah berdasarkan jumlah, jang:<a waktu dan 
frckucnsi. 
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KETENTUAN RETRIBUSI 

Passi 6 

(I) Struktur dan besarnya tarifretribusi adalab: 

No Jeois ,·etribusi Besaroya 
tarif 

I lzio Usaha An!!'kutan ,Jalan 
a. Perusahaan alau perorangan yang 0 

memiliki mobil baran,:, 
b. Kartu lzin Usaha 0 

c. Biaya Administrasi 0 

n lzin Trayek Angkutao Jalan 
a. - Pemsahaao atau peromngan yang 

memiliki mobil penumpang umum Rp. 250.000,-
n<>rtahun 

- Kartu Pengawasan Rp. 60.000,-
n,,rtahun 

b. - Perusahaan atau perorangan yang Rp.1.000.000,-
memilili mobil bus umum =r 5 tahun 

- Kartu Pengawasan Rp. l 00.000,-
pertahun 

c. - Perusahaan atau perorangan yang Rp. l00.000,-
memiliki angkutan khusus oertahun 

- Kartu Pengawasan Rp. 50.000,-
pertahun 

ID Izin Operasi Angkutan Jalan 
a - Perusahaan atau peromngan yang Rp. 250.000,-

memiliki kendaraan untuk angkutan pertahun 
tidak dalam travek 

- Kartu Pengawasan Rp. 75.000,-
oertahun 

b. - Perusahaan atau peroi:angan yang Rp. 250.000,-
memiliki jenis kendaraao untuk pertahun 
sekolah meni!cmudi 

- Kartu Pengawasan Rp. 75.000,-
pertal1un 

IV lzin Insideotil 

lzin Insidentil Rp. 60.000,-
oertahun 

V lzin Dispensasi 

- lzin Disoensasi Rp. 0 
Rekomenda~i Pen.erbitan STNK -
- Rekomendasi Ro. 0 

VI lzin Travek An11kutao Suneai 

- Tongkang Be~i/ 1raoden1r Ro 150.000,-
- Jukung, gandeng. tongkang kayu RP 100.000,-
- Ketek barang Ro 90.000,-

6 

Keterangan 

-

Untuk I (satu) 
mobil barang 
-

-

·-Untuk I ( satu) 
ken:laraan 
-

Untuk l (satu) 
mobil bus 
-

Untuk. I (satu) 
angkutao 
khusus 

-

Untuk 1 (satu) 
kendaraan 
-

Untuk 1 (satu) 
ke11d11.raao 

Untuk I (satu) 
kaE jalan 

Per tahun 
Pcrtahun 
Pertahun 



- Ketek penumpang Ro 80.000,- Per tahun 
- Speed boat < 85 PK Ro 100.000,- Per tahun 
- Speed Boat 85> < 200PK Rn 120.000.- Per tahun 
- Speed Boat > 200 PK Ro I 800.000,- Per 5 tahun 
- Kapal < 20 GT Rn 200.000,- Per talmn 
- Kapa] 20 > < 50 GT Rn 250.000,- Per tahun 
- Kapa! 50 > < 100 GT Ro 300.000,- Per tahun 
- Kanai > I00GT Rn 350.000,- Per t11hun 

vu lzio Transportasi Laut dao Sun2ai 

lzin Usaha Angkuian Sunrrai dan Danau 0 
Jzin Usaha Angkutan Wisata Sungai 
dan Danau 0 
lzin Usaha Angkutan Sungai clan Danau 
untuk Kcnentin<>an Sendiri 0 
lzin Operasi Angkt!lan Sungai dan 
Danau 0 
Izin Pembangunan Pelabuhan Pengum-
oan Lokal 0 
lzin Pembangunan Pelabuhan Sungai 
danOJnau 0 
lzio Pengembaoean Pdabuhao 0 
lzin Pengoperasian Pelabuhan 0 
lzin Pengelolaan Terminal Untuk 
Kenentin11.an Sendiri 0 
lzin Pemanfaatan Garis Pantai 0 
lzin Pekeriaan Reklamasi 0 
lzin Kegiatan Salvage clan Pekerjaan 
Bawah Air 0 
lzin Penrmunaan Perairan Pelabuhan 0 
Lr.in Perawatan dan Perbaikan Kapa! 0 
lzin Persyaratan Teknis Kelaiklautan 
K•n.ol 0 

(2) Masa berlaku lzin Trayek Penumpang Umum dan lzin Trayek Penyelenggaraan 
Sungai dan Danau serta Jzin Operasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 

BABVI 
PRTNSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 

Pasal 8 

( !) Prinsip dan sa5aran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu 
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan 
pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin scbagaimana dimaksud pada ayat (I ) 
meliputi penerbiian dokumen i:zin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum. 
penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

Pasal 9 

(I) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tab.un sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I ), dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga clan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapk!lO, dcngan 
Peraturan Walikota. 

7 
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BABVU 

WILAVAHPEMUNGUTAN 

Pasal 10 

Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah tempat pelayamm jasa dan fasilitas yang 
diherikan. 

BAB VIII 
PEMUNGUTAN RETRlBUSI 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pemungutao 

Pasal 11 

(I) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan. 

(2) Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut deogan menggunakan 8KRD atau 
dok'llmen lain yang dipersamakan. 

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat berupa 
karcis, kupon, clan kartu langganan. 

( 4) Petugas/pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan yang membidangi pelayanan 
perizinan penyelenggaraan transportasi, ditunjuk oleh Walikota sebagai wajib pungut 
terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 

(5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas U mum 
Daerah. 

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

Bagian Kcdua 
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang 

Pasal 12 

Masa retribusi adalah jangka waktu selama I (satu) tahun yang merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memanfaatkao jasa dari Pemerintah Kota. 

Pasal 13 

Rctribusi tcrutang tcrjadi pada saat diterbitkan SK.RD atau dokwncn Jain ya111,1 
dipersamakan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 14 

(I) Pembayaran retribusi dilakukan ke Kas Umum Daerah atau di tempal lain yang 
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD ataµ dokumen 
lain yang dipersamakan. 

(2) OaJam ha! pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I). maka hasil pcnerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum 
Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam 
waktu yang dilenlukan oleh Walikota. 

(3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempal lain sebagairnana dimaksud 
pada ayat (I), diatur dengan Peratunln Walikota 



Pasal 15 

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara Lunai/lunas. 

Pasal 16 
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(I) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan tanda bukti 
pem bayaran. 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buln1 penerimaan. 

(3) Beotuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan 
oleh Walikota. . 

Bagiao Keempat 
Penagihan Retribusi 

J>asaJ 17 

(I) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat 
lain yang sejenis sebagni a\11-al tindakan pelaksanaan pena!l,ihan retribu5i dikeluarkan 
segera setelah 7 (tujub) hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Penagihan atau Surat 
Tegurtm atnu Surat Pcringatan atau Surat laiu y1111g scjenis, wajib rttribusi harus 
rnelunasi retribusi terutang. 

(3) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Su:at lain yung 
sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), d.ikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat 
yang ditunjuk. 

Bagian Kelima 
Pemanfaatao 

Pasal 18 

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing JCrus Retribusi diutamakan untuk 
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peuyelenggaraan pdayanan yang 
bersangkutan. 

(2) Ketentuao mengenai alokasi pemanfaatan penerirnaan Retribusi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Bagian Kecnam 
Pengursngan, Keri.nganan dsn Pembebasan Retribusi 

Pasal 19 

(I) Walikota dapat mernberikan pengurangao, keringanan dan pembebasan retribusi. 

(2) Pernberian pengurangan keringanan dan pcrnbebasan retribusi sebagaimaoa 
dimaksud pada ayat ( l), dengao mernperhatikan kemarnpuan Wajib Retribusi. 

(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ), diaiur dengao Peraturan Walikota. 

Bagian Ketujub 
Keberatan 

Pasal 20 

(I) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepa,fa Walikota ata11 

pcjabat yang d.itunjuk atas SKRD atau dokurnen lain yang dipersamakan. 
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(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), <liajukan secara tertulis dalam 

bahasa lndone.~ia dengan disertai alasan-alasan yangjelas. 

(3) Keberntan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2), harus d:~jukan dalam 
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dilerbitkan, kecuali 
jika Wajib Retribusi tertcntu dapat menunjukkan bahwd jangka waktu itu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu 
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan 
penagihan RetTibusi. 

Pasal 21 

( I) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan diterima han,s memberi kepurusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusao Keberatan. 

(2) Keteatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah lll)t\l.k memberikan kepastian 
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keheratan yang diajukan harus diberi keputusan 
oleh Walikota. 

(3) Keputusan Wal.ikota atas keberatan dapat berupa menerima scluruhnya atau 
sehagian, m"nolnk., at1tu mcnambah besarnya Rctribusi ywig tcrutang. 

(4) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewatdan Walikota 
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. 

Pasal 22 

(I) Jika pengajuan kcbcratan dikabulkan sebagian atau selurubnya, kelebihan 
pembayaran Retrib11si djkcmbalikan dengan ditambah imbalan b11nga sebesar 2% 
(dua persen) per b11lan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana di.maksud pada ayat (I), di.lritung sejak bulan pelunasan 
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

Bagian Kedelapan 
Pengembalian Kelebihan Pembayan1n 

Pasal 23 

(I) Alas kelebihan pembayaran Rctribusi, Wajib Retribusi dapat meng~jukan 
permohonan pcngembalian kepada Walikota 

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya 
permohonan pengembalian ke!ebiban pembayaran Retribusi sebagai nnoa dimaksud 
pada ayat (1 ), harus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka wakttt sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lelah <iilampaui dan 
Walikota tidak memberikan suatu keputusan, pennohonao pengembalian pembayaran 
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam 
jaogka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lai1mya, kelebihan pembayaran 
Retribusi sebagaimana diroaksud pada ayat (I) langsung diperbitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya 
SKRDLB. 
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(6) Jika pengembalian kelebiban Retrihusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan. 

Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas 
keterlambatan pernbayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), diatur dengan Peraturan Walikota. 

Bagiao Kesembilao 
KedaJuwarsa Penagihan 

Pasal 24 

(I) Hak untuk mclakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 111elampaui 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib 
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 

(2) KedaJuwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tcrtangguh 
jika: 
a. diterbitkan Surat Teguran; arau 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib RctribtL~i, baik langsw1g :naupun tidak 

laogsung. 

(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagi.han dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tcgura~ tersebut. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hw-uf b adalah W11jib Retri husi dengan kesadarannya menyatakan masih mernpunyai 
utaog Rctribusi dan belurn melunasinya kepada Pemerintah Kota. 

(5) Pengakuan utang Retribusi sccara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, dapar diketahui dari pengajuan permohonan a:i.gsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribus1. 

Pasal 25 

(I) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena bak untuk melakukan 
penagihan sudaJ1kedaluw-MSa dapat dihapuskan. 

(2) Walikota menetapkan Keputusan Peoghapusan Piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(3) Tata cara pengbapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur deogan 
Peraturan Walikota. 

(I) 

Bagian Kesepuluh 
Pembukuan dan Pemeriksaan 

PasaJ26 

Walikota berwenang melakukan pe.rneriksaan untuk menguji kepatuban pemenuha.n 
kewajiban Retribusi dalam ra.ngka melaksanakan peraniran perundang-undangan 
Retribusi. 

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkao dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi 
yang terutang; 

b. memberikan kesemparan untuk memasuki tempat atau ruangau y~ng diaoggap 
perlu dan rnemberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau 

c. rnemberikan keteraogan yang diperlukan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Rerribusi diatur dcngan 
Peraturao Walikota. 
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BABIX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal27 

Dalam hal wajib retribusi tidak memhayar tepat pada waktunya atau kurang bayar. 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi 
yang terutang atau kurang bayar. 

BABX 
PEN\'IDIKAN 

Pasal 28 

(I) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi 
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tin(lak pidana 
dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana. 

(2) Pcnyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (!) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) terteotu di lingkuogan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (]) adalah : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti kcterangan atau laporan 
berkcnaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; 

b. meneliti. mencari, dan mengumpulkan keterangan mengcnai orang pribadi atau 
Badan tentang kebenaran perbuatan yang ttilakukan schubw1ga.n deogan tinda.k 
pidana Retribusi Dacrah ; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Sadan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dcngan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah ; 

e. melaku.kan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut ; 

f. merninta bantuan tenaga ahli dalam rangka pela.ksanaan tugas pen)idikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah ; 

g. menyuruh berhcnti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsw,g dan memeriksa identitas 
orang. benda, dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseonmg yang berkaican dcogan tindak pidana Retribusi D!lerah : 
1. memanggil orang untuk didengar ketcrangannya dan diperiksa sebagai tersangka 

atau saksi; 
J· menghentikan penyidikan; dan/atau 
k. melakukan tindakan la.in yang perlu untu.k kelancaran penyidikan tindak pidana 

di bidang Retribusi Daera.b sesuai dengan ketentuan peraturWl perundang­
undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana ttimaksud pada ayat (I) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan kctehtuan yang 
diatur dalam Undang-Undang Hukum Aca.ra Pidana. 

BABXTI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 29 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kcwajibannya sehingga merugikan 
keuangan dacrah diancam pidana kurw,gan paling lama 3 (tiga) hula, atau pidana 
denda paling banya.k 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidal: atau kurang 
bayar. 



(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Pelanggaran. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan penerimaan negai:a 

BABXIJ 
PENUTUP 

Pasal 30 

l)engan diberlakukannya Peraturan Daerah ini. maka ; 
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I. Peraturan Daer<lh Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Retribusi Perizinan Angkutan Orang dan Barang (Lembaran D<1erah Kota 
Palembang Tahun 2005 Nomor 10) 

2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahon 2002 tentang Pembinaan dan 
Retribusi Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan (Lembarat: Daerah Kota 
Palembang Tahun 2002 Nomor 30) 

beserta peraturan pelaksanaannya, die-abut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 31 

(I} Din.as Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan 
Retribus Daerah. 

(2) Dinas Perhubungan sebagni Saluan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana 
Peraturan Daerah ini. 

(3) Hal-ha! yang bersifat teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ioi. 
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh \Valikota, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal32 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tang.gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Po:rnturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang. 

!.:iu.ndangk.tn di paktmbln, 
fact.-1 b.r,gg.a1 te - 8.... 201f 

SEKRET41US DAER.AH 
KOTA l'I.LDIBANG 

~'"'~::----::-(_o_rs.H-.M~ lilAAAN DAeRAH tCOTA PALEMBANG 

TAHUN :1"11 HOMO!\ IS Stl>t C 

Ditetapkan di Palembang 
pada tanggal 10 Agustus 201 l 

WALIKOTA PALEMBANG, 


